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RINGKASAN 

Tesis ini mengangkat tema perlindungan hukum terhadap para pihak dalam 

penjualan benda bergerak hasil sita jaminan di Pengadilan Hubungan Industrial 

(PHI), sebuah ranah yang selama ini belum diatur secara komprehensif dan 

menyeluruh dalam sistem hukum Indonesia. Dalam praktiknya, ketika terjadi 

perselisihan hubungan industrial yang mengakibatkan adanya putusan pengadilan 

yang memerintahkan pembayaran sejumlah uang oleh perusahaan kepada pekerja, 

maka untuk menjamin eksekusi tersebut, dilakukan penyitaan terhadap benda 

bergerak milik perusahaan. Namun, dalam banyak kasus, pelaksanaan sita jaminan 

ini menimbulkan kerugian hukum, khususnya bagi pihak ketiga yang memiliki 

kepentingan atas benda yang disita tersebut. 

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah belum adanya 

mekanisme hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum secara preventif 

kepada pihak-pihak yang berpotensi dirugikan oleh tindakan sita jaminan dan 

penjualan benda bergerak tersebut. Mekanisme hukum yang ada saat ini lebih 

bersifat represif, yaitu melalui gugatan perdata setelah terjadinya penjualan, yang 

sering kali tidak efektif dalam mengembalikan keadaan seperti semula. Tesis ini 

menyoroti kebutuhan mendesak akan mekanisme preventif dalam proses sita 

jaminan yang dapat melibatkan pihak-pihak terkait sebelum dilakukannya 

penjualan, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak keperdataan yang sah. 

Dalam menganalisis masalah tersebut, tesis ini menggunakan pendekatan 

yuridis normatif yang berpijak pada teori perlindungan hukum dari Philipus M. 

Hadjon, yang membedakan antara perlindungan preventif dan represif. Penelitian 

ini juga mengkaji teori keadilan, teori negara hukum, dan prinsip kehati-hatian 

dalam eksekusi jaminan, serta mengadopsi analogi dari hukum kepailitan, 

khususnya terkait actio pauliana. Mekanisme actio pauliana memberikan ruang 

bagi kurator atau kreditur untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang 

merugikan kepentingan kreditur sebelum jatuhnya pailit. Konsep ini dinilai relevan 

untuk diadaptasi dalam konteks hubungan industrial, agar perlindungan hukum 

tidak hanya hadir setelah kerugian terjadi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sita jaminan dan 

penjualan benda bergerak di PHI sering kali tidak memperhatikan prinsip kehati-

hatian, keterbukaan informasi, dan partisipasi pihak ketiga yang berkepentingan. 

Dalam beberapa kasus, terdapat indikasi bahwa benda yang disita bukan merupakan 

milik sah tergugat, atau terdapat hak kepemilikan dari pihak ketiga yang belum 

diverifikasi secara mendalam. Ketika benda tersebut telah dijual melalui lelang, 
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pihak ketiga hanya memiliki upaya hukum melalui gugatan perdata yang cenderung 

memakan waktu lama, biaya tinggi, dan belum tentu efektif. 

Tesis ini merekomendasikan pembentukan mekanisme hukum yang dapat 

memberikan perlindungan preventif sebelum dilakukan penjualan hasil sita 

jaminan. Mekanisme tersebut dapat berupa prosedur verifikasi yuridis terhadap 

objek sita, pemberitahuan resmi kepada pihak ketiga yang mungkin 

berkepentingan, dan pemberian hak untuk mengajukan keberatan sebelum 

penjualan dilakukan. Dalam jangka panjang, diperlukan pembaruan regulasi yang 

secara khusus mengatur tentang tata cara sita jaminan dan penjualan benda bergerak 

di PHI dengan mengacu pada prinsip due process of law. 

Sebagai kontribusi akademik dan praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya 

meletakkan prinsip keadilan substantif dalam setiap tahapan proses peradilan 

hubungan industrial, termasuk dalam pelaksanaan sita dan eksekusi. Perlindungan 

hukum tidak cukup hanya hadir pada tahap akhir melalui putusan pengadilan atau 

gugatan lanjutan, tetapi harus dibangun secara sistematis sejak tahap awal. Hal ini 

sejalan dengan amanat konstitusi dan semangat reformasi hukum yang ingin 

mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada 

perlindungan hak-hak seluruh warga negara. 

Kata Kunci : Sita Jaminan; Benda Bergerak; Pengadilan Hubungan 

Industrial (PHI); Eksekusi; Perlindungan Hukum 
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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap para pihak dalam proses 

penjualan benda bergerak hasil sita jaminan di Pengadilan Hubungan Industrial 

(PHI). Dalam praktiknya, eksekusi atas putusan PHI kerap dilakukan melalui 

penyitaan dan pelelangan benda milik perusahaan untuk memenuhi hak pekerja, 

seperti pesangon atau gaji yang belum dibayarkan. Namun, sering kali pelaksanaan 

sita jaminan tidak disertai dengan verifikasi menyeluruh mengenai status hukum 

dan kepemilikan sah atas benda yang disita, sehingga berpotensi merugikan pihak 

ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara. Saat ini, perlindungan hukum 

yang tersedia bersifat represif, yaitu melalui gugatan setelah penjualan terjadi, yang 

tidak selalu memberikan pemulihan yang efektif. Penelitian ini menggunakan 

metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. 

Teori utama yang digunakan adalah teori perlindungan hukum oleh Philipus M. 

Hadjon, serta teori keadilan dan prinsip kehati-hatian dalam eksekusi. Penulis juga 

mengadopsi pendekatan analogis terhadap mekanisme actio pauliana dalam hukum 

kepailitan sebagai acuan perlindungan hukum preventif. Hasil penelitian 

menunjukkan perlunya pembentukan mekanisme hukum yang memungkinkan 

pihak-pihak berkepentingan untuk mengajukan keberatan sebelum pelaksanaan 

lelang atas objek sita. Disarankan agar prosedur sita jaminan di PHI dilengkapi 

dengan verifikasi kepemilikan, pemberitahuan kepada pihak ketiga, dan hak untuk 

menempuh upaya hukum preventif. Reformasi ini penting demi mewujudkan asas 

keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum secara menyeluruh dalam proses 

penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. 

Kata Kunci : Sita Jaminan; Benda Bergerak; Pengadilan Hubungan 

Industrial (PHI); Eksekusi; Perlindungan Hukum 
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ABSTRACT 

This study examines legal protection for parties involved in the sale of movable 

assets resulting from security seizures (sita jaminan) in the Industrial Relations 

Court (Pengadilan Hubungan Industrial/PHI). In practice, execution of PHI 

decisions is often carried out through the seizure and auction of company-owned 

assets to fulfill workers' rights such as severance pay or unpaid wages. However, 

the seizure process frequently lacks comprehensive verification of the legal status 

and rightful ownership of the seized property, creating a high risk of harm to third 

parties who are not directly involved in the dispute. Currently, the available legal 

remedies are primarily repressive—offered only after the sale occurs—often failing 

to provide effective restitution.This research adopts a normative juridical method 

with a conceptual and statutory approach. The main theoretical foundation is 

Philipus M. Hadjon’s theory of legal protection, supported by theories of justice 

and the principle of prudence in legal execution. The study also draws on an 

analogical approach to the actio pauliana mechanism found in bankruptcy law, 

which enables creditors to annul transactions that harm their interests prior to a 

formal declaration of bankruptcy. The findings indicate an urgent need to establish 

preventive legal mechanisms allowing interested parties to raise objections before 

auction execution. It is recommended that the seizure procedure in PHI include 

ownership verification, notification to third parties, and the right to pursue legal 

remedies pre-sale. Such reforms are vital to uphold the principles of justice, legal 

certainty, and comprehensive protection in the settlement of labor disputes. 

Keywords: Security seizure, movable assets, Industrial Relations Court, legal 

protection, actio pauliana, compensation 
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